
   

PENCABUTAN 6 (ENAM

Menimbang :  a. 

Tahun 20
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Mengingat  :    1. 
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Tengah;
     
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 

BUPATI  KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR  5  TAHUN  2017
 

TENTANG 
 

PENCABUTAN 6 (ENAM) PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

BUPATI KUDUS,
 
 

 bahwa dengan diundangkannya 
2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang
tentang Desa, perlu mencabut 5
bertentangan dengan Undang-
tersebut; 

 bahwa dengan dihapusnya pungutan biaya pengurusan dan 
penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana diatur dalam 
ketentuan Pasal 79A Undang
tentang Perubahan atas Undang
tentang Administrasi Kependudukan, perlu mencabut Peraturan 
Daerah Kabupaten Kudus 
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan 
Akta Catatan Sipil;  

 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 
a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Pencabutan 6 (enam) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus;

 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 
Indonesia Tahun 1945;  

 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

   SALINAN 

BUPATI  KUDUS 
PROVINSI JAWA TENGAH  

KABUPATEN KUDUS 

2017201016 

) PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

, 

dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
4 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
perlu mencabut 5 (lima) Peraturan Daerah yang 

-Undang dan Peraturan Pemerintah 

dengan dihapusnya pungutan biaya pengurusan dan 
penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana diatur dalam 
ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan, perlu mencabut Peraturan 
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 
, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 

ncabutan 6 (enam) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus; 

Undang Dasar Negara Republik 

Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tahun 
Tahun 

Undang Nomor 6 
diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Undang Nomor 6 Tahun 2014 
(lima) Peraturan Daerah yang 

Undang dan Peraturan Pemerintah 

dengan dihapusnya pungutan biaya pengurusan dan 
penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana diatur dalam 

24 Tahun 2013 
Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan, perlu mencabut Peraturan 
Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 
, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 

Dasar Negara Republik 

Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
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  3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5475); 

 
 4.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

     
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

 
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor  9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

 
                       8.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

 
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5373); 

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
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Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5717); 

 
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama  
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS 
 

dan 
 

BUPATI KUDUS 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 6 (ENAM) 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS. 

 
 

Pasal 1 
 

Mencabut 6 (enam) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus, sebagai 
berikut : 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 
tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kudus Nomor 90); 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 94); 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan 
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 108); 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 
2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 
Nomor 111); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 
Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 112); dan 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan 
Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 
2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 
Nomor 159). 
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Pasal 2 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Kudus. 

 
Ditetapkan di  Kudus  
pada tanggal  20 Juni 2017                   

 
BUPATI KUDUS,  

 
                               ttd. 

 
M U S T H O F A 

 
Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 21 Juni 2017 
                  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, 
 

ttd. 
 

N O O R   Y A S I N 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN  2017  NOMOR  5. 
 
NOREG  PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN KUDUS, PROVINSI  JAWA  TENGAH :  
( 5/2017 ). 
 

 



PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR   5    TAHUN   2017 2016 

 
TENTANG 

 
PENCABUTAN 6 (ENAM) PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS 

 
 

I.  UMUM  
 
Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, perlu mencabut 5 (lima) Peraturan Daerah yang bertentangan dengan 
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut. 

 
Selain ke-5 (lima) Peraturan Daerah dimaksud di atas, Peraturan Daerah 

ini juga mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2012 
tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 
Catatan Sipil dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 79A Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

 
Ke-6 (enam) Peraturan Daerah tersebut adalah : 

a. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang 
Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 
17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus       Nomor 90); 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 94); 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 108); 

d. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 
2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 
Nomor 112); 

e. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata 
Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 111); dan 

f. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 
Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 159). 
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Sehubungan dengan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah 

tentang Pencabutan 6 (enam) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus. 
 

II.  PASAL DEMI PASAL  
 

Pasal 1   
 Cukup jelas  

 

Pasal  2 

 Cukup jelas 
 
 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR  198. 
 

  


